WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4

Mengingat:

1.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih;

bahwa Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan
Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Dinas Kota Prabumulih sudah tidak sesuai dengan

perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4113);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota



Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016
Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun

2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.

4. Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah Kota

Prabumulih.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Prabumulih.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Prabumulih yang selanjutnya disingkat DPMPTSP
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Prabumulih.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.



8.

10.

(2)

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional

yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki

Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.
BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3
Susunan organisasi DPMPTSP, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4
(1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas membantu Walikota dalam
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kota di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program kerja di Bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di Bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

e. penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan,;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



g.

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik di

lingkungan DPMPTSP;

h. pelaksanaan administrasi di lingkungan DPMPTSP;

1.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait
dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

(4) Uraian tugas Dinas sebagai berikut :

(1)

a.

merumuskan dan menetapkan rencana strategis, rencana
kerja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas
berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

.membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan

berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan

dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;

. merumuskan kebijakan lingkup DPMPTSP;

. mengelola barang milik negara/daerah yang menjadi

tanggung jawab DPMPTSP;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

melaksanakan administrasi dinas dibidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

terkait dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



(2)

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan
serta menyelenggarakan urusan administrasi umum,

perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;

b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program kerja di

lingkungan Dinas;
c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

d. pengoordinasian program penunjang urusan Pemerintah

Kota, meliputi kegiatan:

1. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
2. administrasi keuangan Dinas;

3. administrasi barang milik daerah pada Dinas;

4. administrasi kepegawaian Dinas;

5. administrasi umum Dinas;

6. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan

Pemerintah Kota;

7. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan

daerah; dan

8. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan

pemerintahan daerah;

e. pengoordinasian pelaksanaan hubungan keprotokolan di
lingkungan Dinas;
f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

lingkungan sekretariat;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;



(4)

(3)

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris membawahi

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang

pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;
b. pengelolaan administrasi umum dan surat menyurat;
c. pengelolaan kearsipan dan kepustakaan;

d. pengelolaan administrasi barang, perlengkapan dan

kendaraan dinas;

e. pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan

keprotokolan;

f. pengelolaan administrasi kepegawaian dan perjalanan

dinas;
g. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

terkait dengan tugasnya.



(1)

(1)

(3)

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional substansi Penanaman Modal, Kelompok Jabatan
Fungsional substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian

masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan ke dalam

bidang yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat,

jenis dan beban kerja.

BAB IV
TIM TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi
pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis
sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan

non perizinan.

Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan

berusaha dan non perizinan.

Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan Perangkat Daerah teknis terkait yang
mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan

bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



(4) Tim Teknis Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat

Daerah teknis terkait.

(5) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif,
sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat

Daerah terkait.

Pasal 9

(1) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada

Kepala Dinas secara berkala.

(2) Kepala Dinas sewaktu-waktu berwenang untuk meminta

laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.
BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 10
Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 11

1) Kepala Dinas, Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional

dalam DPMPTSP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

2) Selain Kepala Dinas, Sekretariat dan Kelompok Jabatan

Fungsional pada Dinas terdapat Jabatan Pelaksana.

3) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Walikota.



4) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan

analisis beban kerja.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal
13, Pasal 215 sampai dengan 239 Peraturan Walikota Nomor 43
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar Dinas Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota
Prabumulih Tahun 2016 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 21 Maret 2025

WALIKOTA PRABUMULIH,
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Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH,

ELMAN
BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025 NOMOR 20



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMO

R :20 Tahun 2025

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA

DPMPTSP

BAGAN ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PRABUMULIH

KEPALA DINAS

SEKRETARIS DINAS

SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

PELAKSANA

JABATAN FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA

JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL
DAN PELAKSANA

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PELAKSANA

WALIKOTA PRABUMULIH,
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